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ABSTRAK 
 

Kewajiban Notaris menyimpan minuta akta dinyatakan dalam pasal 16 ayat (1) 

huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa salah satu kewajiban 

notaris yaitu  membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya 

sebagai bagian dari protokol-Notaris. Minuta akta adalah asli akta yang 

mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris. Minuta akta, 

buku daftar-daftar dan dokumen-dokumen pendukung pembuatan akta ini 

disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penegakan 

hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta 

akta berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaries dan 

untuk mengetahui dan menganalisis apa saja hambatan-hambatan dan solusi 

dalam menegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap 

penyimpanan minuta akta berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 

tentang jabatan notaries. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris 

sosiologis dengan bantuan data primer atau data empiris sebagai data utama 

dengan melakukan pendekatan melalui perundang-undangan (statute approach) 

dan studi kasus. 

Hasil Penelitian bahwa Penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan 

kelalaian dalam penyimpanan minuta akta yaitu dengan melakukan proses 

pemeriksaan Setelah laporan tersebut diterima oleh Majelis Pengawas Wilayah  

maka Majelis Pengawas Wilayah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan 

mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis 

Pengawas Wilayah dan memanggil notaris yang bersangkutan untuk dilakukan 

pemeriksaan laporan tersebut. Kemudian yang hanya dapat memberikan sanksi 

adalah Majelis Pengawas Wilayah dapat memberikan sanksi hanya berupa teguran 

lisan atau tertulis. Dan apabila Majelis Pengawas Wilayah Meng-Inkrah maka 

tidak bisa ada pengajuan banding. Dan Majelis Pengawas Wilayah dapat 

mengusulkan pemberian sanksi terhadap notris kepada Majelis Pengawas Pusat 

berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan dan 

pemberhentian tidak hormat. Setelah laporan tersebut diteruskan kepada 

Pengawas Pusat maka Pengawas Pusat mengusulkan pemberian sanksi berupa 

pemberhentin dengan tidak hormat kepada menteri. Sanksi pemberhentian dengan 

tidak hormat adalah sanksi terberat yang dikenakan terhadap notaris yang 

melakukan pelanggaran. 
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ABSTRACT 

 

Obligation of the Notary to save the Minuta deed stated in Article 16 paragraph 

(1) letter b of the Notary Position Act states that one of the obligations of the 

notary is to make a deed in the form of a Minuta deed and keep it as part of the 

Notary protocol. Minuta deed is the original deed that includes the signatures of 

the viewers, witnesses and Notaries. Minuta deeds, book lists and supporting 

documents for making this deed are stored as part of the notary protocol. 

The purpose of this study was to find out and analyze law enforcement against a 

notary who neglected the deposit of minuta deeds based on law number 2 of 2014 

concerning the position of notaries and to know and analyze any obstacles and 

solutions in enforcing the law against notaries who neglected against the storage 

of minuta deeds based on law number 2 of 2014 concerning the position of 

notaries. 

The approach method used in this writing is juridicial sociological juridical with 

the help of primary data or empirical data as the main data by carrying out an 

approach and case studies. 

Research Results that Law Enforcement of a notary who carries out negligence in 

storing minuta deeds, namely by conducting an inspection process After the report 

is received by the Regional Supervisory Board, the Regional Supervisory Board 

conducts a hearing to examine and make decisions on community reports 

submitted through the Regional Supervisory Board and call a notary concerned 

person to do the examination of the report. Then those who can only give 

sanctions are the Regional Supervisory Board can provide sanctions in the form of 

verbal or written warnings. And if there is no appeal for the Meng-Inkrah 

Regional Supervisory Board. And the Regional Supervisory Board can propose 

sanctions to the notris to the Central Supervisory Board in the form of temporary 

dismissals of 3 (three) months to 6 (six) months and disrespectful dismissals. 

After the report is forwarded to the Central Supervisor, the Central Supervisor 

proposes giving sanctions in the form of dismissal with no respect to the minister. 

Dismissal sanctions with respect are the heaviest sanctions imposed on a notary 

who commits a violation. 
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